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ABSTRAK 

Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup merupakan bagian penting 

dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. Meskipun Pasal 66 UUPPLH telah mengatur ketentuan Anti-Strategic 

Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP), keberadaan Penjelasan Pasal 

66 justru menimbulkan pembatasan terhadap subjek yang dilindungi, sehingga 

membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Kondisi tersebut 

mendorong dilakukannya pengujian konstitusional yang diputus melalui Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini Adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025?. 2) Apa sajakah 

implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 

terhadap perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data 

diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) 

Mahkamah Konstitusi menegaskan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan 

dengan UUD 1945 dan UU Nomor 12 tahun 2012 dan UU Nomor 32 Tahun 2009. 

2) Implikasi dari hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-

XXIII/2025 ialah memberikan perlindungan hak konstitusional aktivis lingkungan 

hidup serta menjamin partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aktivis Lingkungan, Mahkamah Konstitusi,   

Anti-SLAPP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah hak dasar 

manusia dan kewajiban yang ditetapkan dalam konstitusi negara, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.” Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Meski demikian, dalam 

penerapannya, UU PPLH sering kali menghadapi berbagai masalah, terutama 

dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan aktivis 

lingkungan.1  

Lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto didefinisikan sebagai 

suatu ruang yang ditempati makhluk hidup bersama dengan benda hidup 

(biotik) dan benda tak hidup (abiotik) di dalamnya, dimana semua unsur saling 

memengaruhi dan bergantung satu sama lain.2 Lingkungan hidup tidak hanya 

terdiri dari tanah, air dan udara saja, namun juga meliputi ekosistem yang 

kompleks serta interaksi antar berbagai makhluk hidup. Dalam hal ini, sangat 

 
1  Muhamad Sadi Is, 2020, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/PdtG/2015/PN.Plg), Jurnal Yudisial, Vol. 

13 No. 3, hlm 316, https://share.google/rLUDjpwLeD5yTRoyn, diakses pada tanggal 13 Oktober 

2025. 
2  Alwisol, 2011, Psikologi Kepribadian, UMM Press, Malang, hlm 248, 

https://share.google/g6UL3qMJO7qAZqyFB, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025. 

1 

https://share.google/rLUDjpwLeD5yTRoyn
https://share.google/g6UL3qMJO7qAZqyFB
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penting untuk menyadari bagaimana lingkungan berkontribusi terhadap 

kesejahteraan manusia, kesehatan, dan masa depan generasi yang akan datang.3 

Lingkungan hidup sangat penting bagi semua makhluk hidup, termasuk 

manusia, karena keadaan lingkungan menentukan kualitas hidup seseorang. 

Meskipun memanfaatkan lingkungan dapat membantu manusia mencapai 

kesejahteraan, terkadang cara yang digunakan oleh sebagian orang justru 

merugikan banyak orang atau hanya memberi keuntungan kepada sedikit orang 

saja. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam melindungi 

lingkungan serta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya agar tetap nyaman 

dan aman.4  

Dalam UU PPLH dijelaskan bahwa orang yang berjuang untuk 

lingkungan yang baik dan sehat memiliki perlindungan hukum. Hal tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 66 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang yang 

berjuang untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa 

dituntut dengan tuntutan pidana atau digugat secara perdata." Pasal ini dikenal 

sebagai pasal Anti-SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Against Public 

Participation), yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang 

berpartisipasi aktif dalam isu lingkungan.5 

Ketentuan anti-SLAPP ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar 

tetap bisa menjalankan perannya dalam menjaga dan mengelola lingkungan 

 
3  Afrizal Mukti Wibowo, Erifendi Churniawan, Fuqoha, dkk, 2025, Pengantar Hukum 

Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm 191. 
4  Muhamad Agil Aufa Afinnas, et al, 2022, Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam 

Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jamboran, Sleman), 

Hermeneutika, Vol. 6, No. 1, hlm 142, https://share.google/0BoxTl0f0VZ6KatrA, diakses pada 

tanggal 15 Oktober 2025. 
5  Nani Indrawati, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti 

SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, Media Iuris Vol. 5 No. 1, 

https://share.google/g7HyHbuvkjDVyP9Zo, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025. 

https://share.google/0BoxTl0f0VZ6KatrA
https://share.google/g7HyHbuvkjDVyP9Zo
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hidup. Namun, faktanya orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan 

lingkungan yang lebih baik dan sehat sering kali mengalami tindakan represif 

berupa ancaman SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). 

SLAPP merupakan cara menggunakan hukum untuk menghukum orang yang 

sedang berjuang demi lingkungan.6 

Menurut data Auriga Nusantara, sepanjang tahun 2014 hingga 2023 

tercatat ada 113 kasus SLAPP atau ancaman terhadap pembela lingkungan di 

Indonesia. Adapun jumlah kasus SLAPP sepanjang 2014 hingga 2023 disajikan 

dalam tabel dibawah ini  

Tabel 1.1 

Jumlah Kasus SLAPP Dari Tahun 2014-2023 

Tahun Jumlah Kasus 

2014 5 

2015 5 

2016 2 

2017 14 

2018 4 

2019 8 

2020 14 

2021 24 

2022 27 

2023 30 

JUMLAH 113 

Sumber: Auriga Nusantara Tahun 2024 

 
6 Sebastian N., dan Ali Masyhar, 2023, Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action 

Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Jurnal 

Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 3, No. 1, hlm 10, 

https://share.google/DOOanqPxjUfMEGYmZ, diakses pada tanggal 17 Oktober 2025. 

https://share.google/DOOanqPxjUfMEGYmZ


4 
 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa terdapat 5 kasus SLAPP 

yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Selanjutnya pada tahun 2016, jumlah 

kasus SLAPP relatif turun menjadi 2 kasus. Namun, pada tahun 2017, jumlah 

kasus SLAPP meningkat menjadi 14 kasus, lalu kemudian turun menjadi 4 

kasus pada tahun 2018. Sementara itu, pada tahun 2019, kasus SLAPP kembali 

naik menjadi 8 kasus, dan semakin meningkat dari tahun 2020 dengan jumlah 

14 kasus SLAPP, 2021 dengan jumlah 24 kasus, 2022 dengan jumlah 27 kasus, 

dan tahun 2023 menjadi yang tertinggi dengan jumlah 30 kasus SLAPP. 7 

Salah satu kasus SLAPP yang terjadi ialah gugatan yang ditujukan 

kepada dua ahli lingkungan hidup yaitu Bambang Hero Saharjo dan Basuki 

Wasis oleh PT. Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) terkait kebakaran hutan 

yang terjadi pada tahun 2018. Dalam perkara ini, kedua ahli tersebut digugat 

karena telah memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan yang 

mengakibatkan PT. KLM kalah dalam persidangan melawan Kementerian 

Limgkungan Hidup. Berdasarkan putusan pengadilan, hakim memvonis PT. 

KLM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang mengakibatkan 

terbakarnya 511 hektar lahan gambut di areal perusahaan dan menyebabkan 

kabut asap. Selain itu, PT. KLM juga di vonis harus membayar ganti rugi 

sebesar lebih dari 8 miliar rupiah, dan melakukan pemulihan lingkungan senilai 

210 miliar rupiah.8 

 
7 Roni Saputra, 2024, Status Pembela Lingkungan di Indonesia tahun 2014-2023, Jurnal 

Auriga Nusantara, https://share.google/MZvUMs5QO62Ev5Swg, diakses pada tanggal 21 Oktober 

2025. 
8  Ade Ridwan Yandwiputra, 9 Juli 2025, Dua Ahli Lingkungan Hidup Digugat oleh PT. 

KLM, Apa Itu SLAPP dan Anti SLAPP, dalam https://www.tempo.co/hukum/dua-ahli-lingkungan-

hidup-digugat-oleh-pt-klm-apa-itu-slapp-dan-anti-slapp--1945487 diakses pada tanggal 29 Oktober 

2025 

 

 

https://share.google/MZvUMs5QO62Ev5Swg
https://www.tempo.co/hukum/dua-ahli-lingkungan-hidup-digugat-oleh-pt-klm-apa-itu-slapp-dan-anti-slapp--1945487
https://www.tempo.co/hukum/dua-ahli-lingkungan-hidup-digugat-oleh-pt-klm-apa-itu-slapp-dan-anti-slapp--1945487
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Pasal 66 UU PPLH pada hakikatnya telah mengatur mengenai Anti-

SLAPP. Namun, implementasi dari penerapan pasal tersebut belum optimal. 

Hal ini karena adanya pembatasan konsep perlindungan Anti-SLAPP yang 

hanya memberikan perlindungan pada korban dan/atau pelapor yang 

menempuh cara hukum terkait adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan, 

sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 66 yang menyatakan bahwa 

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang 

menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan 

dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap 

memperhatikan kemandirian peradilan”. Pengaturan ini berpotensi pada pihak 

yang bukan korban dan/atau pelapor tidak mendapatkan perlindungan hukum 

dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena 

adanya tindakan SLAPP atau pembalasan.  

Penjelasan Pasal 66 UU PPLH selain tidak memberikan kejelasan dan 

kepastian hukum terhadap yang bukan korban dan/atau pelapor yang tidak 

menempuh cara hukum ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat, penjelasan pasal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan 

Pasal 66 UU PPLH yang menyebabkan penjelasan tersebut bertentangan 

dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 

Perbandingan pengaturan Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH 

disajikan pada tabel di bawah ini. 
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      Tabel 1.2  

Perbandingan Pengaturan Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH 

Pengaturan Pasal 66 UU PPLH Penjelasan Pasal 66 UU PPLH 

Setiap orang yang memperjuangkan 

hak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat tidak dapat dituntut secara 

pidana maupun digugat secara 

perdata. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

melindungi korban dan/atau pelapor 

yang menempuh cara hukum akibat 

pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup. Perlindungan ini 

dimaksudkan untuk mencegah 

tindakan pembalasan dari terlapor 

melalui pemidanaan dan/atau 

gugatan perdata dengan tetap 

memperhatikan kemandirian 

peradilan. 

 

Adanya pembatasan perlindungan hukum terhadap subjek hukum 

maupun syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur 

dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, berdampak pada dilakukannya 

permohonan uji materil Penjelasan Pasal 66 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. 

Uji materil ini tercatat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-

XXIII/2025 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permohon uji 

materil tersebut diajukan oleh dua orang mahasiswa yang berasal dari Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara. Kedua pemohon, berdasarkan 

pertimbangan hukum hakim konstitusi memiliki kedudukan hukum sebagai 

pemohon. 

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-

XXIII/2025, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan 
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menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Berdasarkan 

uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian 

yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS 

LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 119/PUU-XXIII/2025” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025? 

2. Apa sajakah implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis 

lingkungan hidup? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. 

2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hukum bagi aktivis 

lingkungan hidup. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian hukum ini adalah 

penelitin hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif 

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka, atau dinamakan juga dengan penelitian 

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.9  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder 

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi; 

3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman; 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;  

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

 
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke- XXI, 

Pt. Rajawali Pers, Depok, hlm 13. 
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Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;  

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 

dan 

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas 

buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-

jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, 

yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan 

topik penelitian.10 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.11 

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 
10 Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, 

Surabaya, hlm 295. 

11 Bambang Sunggono, 2019, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke-XVIII, Rajawali 

Pers, Depok, hlm 113. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi 

dokumen yang dilakukan dengan cara megumpulkan data dengan 

menelaah dan mencari bahan pustaka dan literatur yang ada. Studi 

dokumen dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur atau jurnal 

yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu teknik 

pengumpulan data juga dilakukan dengan mencari sumber bacaan yang 

terdapat di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 

Perpustakaan Universitas Bung Hatta hingga Perpustakaan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat.    

4. Analisis Data 

Analisis data adalah salah satu proses penelitian yang dilakukan 

setelah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah 

yang diteliti tersedia sepenuhnya. Dalam penelitian ini, analisis data yang 

digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif adalah analisis data yang digunakan dengan menguraikan data 

secara lengkap dalam bentuk susunan kalimat yang teratur, sistematis dan 

logis sehingga dapat dipahami dengan mudah.12 

 

 

 
12  Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, 

Alfabeta, Bandung, hlm 73. 
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